BAB V

PENUTUP

1. Kesimpulan

Dari hasil penelitian berjudul Perlindungan Hukum Koperasi Sebagai

Pemegang Gadai (Kreditur) Dalam Hal Debitur Menggadaikan Benda

Hasil Pencurian, maka dapat penulis sampaikan beberapa kesimpulan

penting sebagai berikut:

a. Koperasi yang dapat menjadi lembaga pegadaian adalah koperasi
yang secara sah dan resmi didirikan berdasarkan akta yang telah
diterbitkan oleh Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan
Menengah, dan koperasi yang telah memperoleh izin usaha
pergadaian dari Otoritas Jasa Keuangan. Koperasi yang tidak
memiliki izin usaha pergadaian dilarang untuk menyelenggarakan
usaha pergadaian, dan segala perbuatan hukum yang dilakukan
sebelum ia memperoleh izin usaha pergadaian dari Otoritas Jasa
Keuangan, dianggap tidak sah karena tidak diakui secara resmi
keberadaannya oleh pemerintah, yang dapat mengakibatkan tidak
dilindunginya hak-hak serta kewajiban para pelaku usaha tersebut
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b. Koperasi sebagai kreditur tetap dapat memperoleh perlindungan
hukum apabila ia menerima benda gadai yang diperoleh dari hasil
pencurian, karena yang bertanggungjawab atas hal tersebut adalah
pihak pemberi gadai. Perlindungan hukum tersebut terdapat di
dalam Pasal 1152 ayat (4) KUHPerdata, dan ia juga berhak
mendapatkan ganti kerugian berdasarkan Pasal 1977 KUHPerdata.
Selain itu perlindungan hukum yang didapatkan oleh koperasi
hanyalah apabila koperasi tersebut beritikad baik, dalam arti ia
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mengira bahwa pemberi gadai adalah pemilik sebenarnya barang
yang digadaikan. Perjanjian yang dilakukan dengan melanggar
ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata mengenai causa yang halal
menyebabkan perjanjian tersebut batal demi hukum.

2. Saran

Saran yang dapat penulis sampaikan dari hasil penelitian kali ini

adalah:

a. Hendaknya para pihak baik itu pihak pemegang gadai ataupun
pihak pemberi gadai lebih berhati-hati dalam melakukan perjanjian
gadai, terutama dalam menentukan benda yang akan menjadi
jaminan. Para pihak harus lebih teliti dalam memeriksa
kelengkapan dan keaslian kepemilikan benda yang menjadi obyek
perjanjian, dan memastikan bahwa terhadap para pihak keduanya

b. Selain itu pihak pemerintah harus lebih giat dalam
menyosialisasikan peraturan-peraturan mengenai izin, tata cara,
prosedur, serta peraturan-peraturan lain yang wajib dipenuhi dalam
melakukan usaha pergadaian, kepada koperasi-koperasi yang saat
ini sedang menjalankan usahanya, dengan cara mengadakan
pendidikan atau pelatihan sebagai juru gadai yang baik, untuk
memudahkan pihak pemerintah dalam melakukan pengawasan.
Pemerintah juga perlu meningkatkan sanksi kepada para pelaku
tindak pidana pencurian agar dapat memberikan efek jera kepada
para pelakunya, agar tidak terjadi lagi hal-hal yang dapat

menyebabkan terganggunya ketertiban umum dalam masyarakat.
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